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INTISARI

Meningkatnya kegiatan pembangunan seperti pembangunan
jalan, tumbuhnya kawasan permukiman, industri, jasa dan Iain-Iain,
disamping dengan pertumbuhan penduduk yang relatif cepat
menyebabkan kebutuhan manusia akan tanah bertambah besar,
sedangkan tanah yang tersedia relatif terbatas sehingga
mendorong terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke
non pertanian pada satu kawasan/wilayah yang sama. Berdasarkan
permasalahan tersebut di atas maka penelitian ini mempunyai
tujuan Untuk mengetahui seberapa besarnya luas perubahan
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dan untuk
mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan dalam rangka
pengendalian penggunaan tanah pertanian ke non pertanian agar
sesuai dengan RTRW.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang
dideskriptifkan adalah bentuk perubahan penggunaan tanah
pertanian ke non pertanian yang terjadi baik mengenai luas serta
jenis penggunaannya di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo
Kota Kupang dengan peraturan yang berlaku.Teknik pengumpulan
data melalui studi dokumen dan wawancara. Objek penelitian
adalah Wilayah Kelurahan Oebufu yang mengalami perubahan
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian secara fisik luas perubahan
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian sebesar
22,627 hektar, dengan perubahannya diperuntukkan untuk
permukiman, lembaga usaha, pemerintahan, fasilitas umum.
Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan
Kota Kupang yaitu membentuk tim peneliti penggunaan tanah dan
izin perubahan penggunaan tanah sesuai dengan luas tanah yang
mengalami perubahan, serta penataan kembali penguasaan tanah
pertanian dan terus mengadakan penyuluhan bagi masyarakat
pemilik tanah pertanian;
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa

Indonesia merupakan salah satu modal pembangunan yang mempunyai

nilai strategis dan fungsi yang sangat penting bagi kegiatan pembangunan

demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945. Dalam usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur

itu maka bangsa Indonesia menyelenggarakan pembangunan secara

berencana, menyeluruh dan merata di berbagai bidang termasuk di

dalamnya bidang pertanahan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, tanah merupakan

faktor yang sangat penting, sebab tanpa tanah tidak dapat membangun.

Karena pentingnya tanah bagi pembangunan maka perlu pengaturan dan

penanganan tersendiri, sehingga tanah diharapkan mampu

mengakomodasi seluruh kegiatan pembangunan baik yang telah dan

akan dilaksanakan untuk dapat memberikan kemakmuran kepada seluruh

rakyat Indonesia.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang

didukung oleh berbagai kemajuan teknologi maka kebutuhan akan tanah



untuk pembangunan fisik baik berupa pembangunan kantor, industri,

perumahan dan pembangunan iainnya yang merupakan kelengkapan

operasional maupun kebutuhan pelayanan masyarakat juga semakin

meningkat. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan penggunaan tanah

dari tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali. Perubahan

tanah tersebut terjadi karena adanya keperluan untuk memenuhi

kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Peningkatan ini seiring

dengan tuntutan untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik.

Untuk mengatasi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian maka pemerintah meiakukan pengendalian. Pengendalian

tersebut dapat dilaksanakan melalui pemberian izin perubahan

penggunaan tanah atau izin lokasi. Pemberian izin perubahan

penggunaan tanah tersebut hams berdasarkan pertimbangan aspek Tata

Guna Tanah, yang merupakan pertimbangan teknis yang sangat

menentukan dalam pemberian izin perubahan penggunaan tanah. Aspek

ini dimaksudkan agar setiap perubahan penggunaan tanah hendaknya

sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang dituangkan dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah.

Terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian tidak dapat dihindarkan karena hal itu terkait erat dengan

dinamika penduduk dan dinamika pembangunan. Seperti halnya di

Kecamatan Oebobo khususnya di Kelurahan Oebufu terjadi perubahan



penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang cukup iuas baik untuk

keperiuan industri, perumahan dan kebutuhan iainnya sebagai akibat dari

meningkatnya pembangunan daerah tersebut, sehingga akan

berpengaruh terhadap luasnya tanah pertanian yang ada dan produksi

pangan didaerah tersebut.

Dengan adanya ijin perubahan penggunaan tanah akan dapat

diketahui setiap jenis kegiatan pembangunan dan kelompok kegiatan

pembangunan yang telah mendapat prioritas, termasuk luas tanah yang

dibutuhkan sedemikian rupa sehingga bisa dicapai manfaat yang optimal.

Berdasarkan perkembangan, bahwa luas tanah pertanian semakin

sempit sebagai akibat terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian

ke non pertanian, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul:

"UPAYA PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

PERTANIAN KE NON PERTANIAN Dl KELURAHAN OEBUFU

KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG"



b. Perumusan Masaiah

Keiurahan Oebufu dengan aneka ragam pembangunan,

menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

perianain yang terus meningkat sedangkan persediaan tanah untuk non

pertanian terbatas sehingga akan terjadi perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian. Dengan keterbatasan iuas tanah tersebut,

maka periu perencanaan dan pengendalian khususnya untuk tanah-tanah

pertanian yang ada di wiiayan Kota Kupang agar tidak terjadi perubahan

tanah pertanian subur dialihkan penggunaannya menjadi tanah non

pertanian.

Atas dasar hai-hai seperti tersebut di atas, perumusan masaiahnya

adaiah sebagai berikut:

1. Seberapa besar iuas tanah pertanian yang berubah penggunaannya

menjadi non pertanian?

2. Upaya apa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Kupang dan

Pemda/instansi terkait untuk mengendaiikan perubahan penggunaan

tanah pertanian ke non pertanian?



C. Batasan Masalah

Mengingat terbatasnya waktu, biaya, tenaga dan kemampuan,

maka penelitian ini mengemukakan pada pokok-pokok permasalahan.

Untuk itu dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Perubahan penggunaan tanah pertanian dibatasi hanya untuk tanah

sawah yang berubah menjadi non pertanian.

2. Ruang lingkup waktu dibatasi dalam kurun waktu lima (5) tahun yaitu

dari tahun 2002 sampai dengan pertengahan tahun 2006.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar luas perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian

2. Untuk mengetahui upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan

Kota Kupang dan Pemda/lnstansi terkait dalam mengendaiikan

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.



E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan pertanahan pada

umumnya dan perencanaan wilayah pada khususnya terutama yang

berkaitan dengan pengendalian tanah-tanah pertanian agar tidak

terjadi alih fungsi penggunaan tanah pertanian

2. Sebagai masukan bagi pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan

pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian agar dapat

dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin.

3. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama

mengikuti pendidikan di STPN dan menambah pengetahuan, serta

membiasakan diri untuk dapat menyusun suatu karya ilmiah secara

sistematis.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan anaiisis data hasil penelitian yang dilaksanakan

di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang Propinsi Nusa

Tenggara Timur, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dari

tahun 2002 sampai dengan pertengahan tahun 2006 seluas

226.270 M2 atau 22,627 ha, dengan rata-rata perubahan per

tahun seluas 45.325 M2 atau 4,533 ha. Jenis perubahan

penggunaan dari perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian yaitu untuk pemukiman, lembaga usaha, pemerintahan

dan fasilitas umum;

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang

dalam rangka mengendaiikan perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian yaitu dengan membentuk tim peneliti

penggunaan tanah dan ijin perubahan penggunaan tanah sesuai

dengan luas tanah yang mengalami perubahan penggunaan

tanahnya, melakukan pendataan terhadap tanah-tanah yang terjadi

perubahan penggunaan serta mengadakan- penyuluhan bagi

spemilik tanah pertanian, upaya penyuluhan tersebut untuk
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mengantisipasi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian yang tidak terkendali.

B. Saran

1. Periunya dilaksanakan penyuluhan bidang pertanahan secara

teratur terutama mengenai larangan perubahan penggunaan tanah

pertanian ke non pertanian pada mayarakat, sehingga perubahan

penggunaan tanah pertanian dapat berkurang;

2. Diharapkan agar kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang

pertanahan dapat dilaksanakan dan atau diimplementasikan dan

ditunjang dengan peraturan-peraturan daerah, sehingga perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dapat dikendaiikan.

Demi tercapainya tertib penggunaan tanah dan lingkungan hidup

maka setiap perubahan penggunaan tanah pertanian ke non

pertanian hendaknya diprioritaskan pada tanah-tanah yang kurang

subur;

3. Diharapkan agar Kantor Pertanahan Kota Kupang terus

mengadakan penyuluhan kepada mayarakat agar masyarakat

semakin sadar dan mengerti di dalam mengendaiikan perubahan

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.
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